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MOTTO 

 

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, 

tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada 

Allah dalam doa dan permohonann dengan ucapan syukur ( 

Filipi 4 :6) 

 

Dan bergembiralah karena Tuhan; maka Ia akan 

memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. ( 

Mazmur 37:4) 

 

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang 

memberi kekuatan kepadaku (Filipi 4:13) 

 

Tuhanlah gembalaku Takan kekurangan aku ( Mazmur 23:1) 
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SINOPSIS 

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang menjadi daerah tujuan wisata 
bagi sebagian orang baik dari dalam kota maupun luar kota bahkan dari 
wisatawan mancanegara yang sangat tertarik dengan kota budaya ini. Hal ini 
berdampak pada adanya peningkatan kebutuhan akan tempat untuk memarkirkan 
kendaraan yang digunakan oleh pengunjung yang berkunjung ke Jogja. Namun 
dengan banyaknya pendatang yang berkunjung ke kota Yogyakarta tidak 
diimbangi dengan  persediaan lahan parkir untuk memenuhi kebutuhan 
pengunjung oleh pemerintah kota. Hal inilah yang mengakibatkan maraknya 
parkir liar di Yogyakarta. Adapun tempat parkir yang dibuat oleh pemilik jasa 
parkir tanpa seizin dinas perhubungan selaku pelaksana kebijakan. Seperti di 
tempat-tempat yang ramai pengunjungnya misalnya, sekitaran Mall, restoran, 
warung makan bahkan di ATM. Padahal di Kota Yogyakarta sudah ada peraturan 
daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran yang 
mengatur tentang perparkiran. Namun, parkir liar masih  marak di sudut-sudut 
kota Jogja. Sehingga dari aturan tersebut penulis ingin meneliti tentang bagaimana 
kebijakan dinas perhubungan dalam mengatasi parkir liar di kota Yogyakarta. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif dan unit analisisnya yaitu teknik purposif untuk mengetahui pokok 
permasalahan ini objek penelitiannya adalah kebijakan dinas perhubungan serta 
subyek penelitiannya terdiri dari 12 informan yang meliputi 3 orang dari pihak 
dinas perhubungan, 4 orang dari masyarakat pengguna jasa parkir dan 5 orang 
tukang parkir liar yang dianggap dapat memberikan informasi tentang adanya 
faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, adanya pengendalian terhadap 
petugas parkir liar dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas 
perhubungan untuk mengatasi parkir liar di kota Yogyakarta. Adapun untuk 
menemukan data yang pas penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para informan. 
Selanjutnya untuk menganalisis data yang sudah di dapati  penulis menggunakan 
teknik analisis pengumpulan data, penilaian data dan penafsiran data terkait 
masalah parkir liar di kota Yogyakarta. 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan Melalui media masa informasi terkait adanya peraturan 
daerah nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran sudah 
digalakan. Namun kendalanya yaitu masyarakat tidak memahami apa isi aturan 
yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mengatur perparkiran di Kota 
Yogyakarta. Demikian pun berkaitan dengan prosedur yang digunakan oleh dinas 
perhubungan dalam mengatasi parkir liar di Kota Yogyakarta. Prosedur ini sudah 
ada yaitu mengacuh pada perda Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran. Di dalam perda tersebut sudah ada ketentuan yang 
berlaku bagi mereka yang menjadi bagian dari peraturan tersebut. Selain itu SOP 
(standard Operational Procedures) meliputi pembinaan dan pengawasan, sanksi 
pidana maupun administratif yang dilakukan oleh dinas perhubungan.Walaupun 
sudah ada bentuk pembinaan maupun pengawasan atau sanksi yang diberikan 
masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku parkir liar. Hal ini 
dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan lahan pribadi yang strategis untuk dijadikan 
tempat parkir tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas yang ada. Untuk melakukan 
kegiatan penertiban ini biasanya melalui dinas perhubungan (LLAJ) maupun 
bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Ketertiban dan Kepolisian. 
Walaupun sudah ada kebijakan dari dinas perhubungan untuk mengatasi parkir 
liar namun masih ada parkir liar yang masih ditemukan dibeberapa tempat  ada 
sehingga kebijakan yang di ambil belum maksimal diterapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota pariwisata dan kota budaya. 

Memiliki budaya yang sangat khas dan banyaknya destinasi wisata alam yang 

menarik membuat banyak orang ingin berkunjung ke Jogja. Hal ini membuat 

kota Jogja semakin ramai dipadati pengunjung baik dari luar kota maupun dari 

mancanegara. Keramaian yang ada di kota Yogyakarta inilah yang membuat 

iklim bisnis sangat meningkat pesat. Perkembangan Kota Yogyakarta dari 

tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup 

masyarakat. Hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang 

semakin meningkat karena setiap pemilik kendaraan menginginkan 

kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan 

kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka 

meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. 

Tingginya minat masyarakat akan kendaraan pribadi juga 

menimbulkan kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang  menunjang 

seperti ketersediaan lahan parkir untuk menampung kendaraan yang di parkir. 

Jasa parkir menjadi hal yang penting bagi masyarakat  sesuai dengan 

meningkatnya laju transportasi. Penting bagi konsumen dalam memilih tempat 

parkir yang aman. Biasanya pengguna jasa parkir tidak hanya mencari tempat 

parkir yang dekat dengan tempat tujuannya  tetapi mencari tempat yang aman 

untuk parkir kendaraan yang dibawah. Oleh sebab itu saat ini banyak tersedia 
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layanan jasa parkir yang fungsi utamanya adalah menyediakan lahan parkir 

untuk menjaga keamanan kendaraan tersebut.  

Menurut Haryono (2006:3) dalam Skripsi Agus Purnomo 

mengemukakan bahwa berbicara tentang kualitas layanan jasa bahwa untuk 

bisa berkembang dan bertahan hidup (survive) suatu organisasi penyedia jasa 

layanan harus mampu memberikan layanan jasa yang berkualitas dan 

mempunyai nilai yang tinggi bagi para pelanggan dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari pesaingnya. 

Hal ini penting dilakukan dalam upaya untuk memberikan kepuasan 

pelanggan, sebab kepuasan pelanggan utamanya untuk bisnis jasa merupakan 

keharusan agar perusahaan tetap sukses baik di tingkat operasional, menajerial 

atau strategik. Keungulan suatu penyedia jasa tergantung pada keunikan serta 

kualitas  yang diperlihatkan oleh penyedia jasa tersebut. Maka secara spesifik 

jasa harus memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sebab, jasa yang 

dirasakan dan dinikmati langsung oleh pengguna jasa parkir akan segera 

mendapatkan penilaian sesuai atau tidak dengan harapannya. Kualitas harus 

dimulai dari kebutuhan pengguna jasa dan berakhir pada persepsinya.  Ini 

berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan dilihat dari persepsi penyedia jasa 

melainkan berdasarkan persepsi pengguna jasa. Oleh sebab itu penyedia jasa 

harus benar-benar memperhatikan persepsi pengguna jasa parkir terhadap 

kualitas layanan jasa yang disediakan. Persepsi pengguna jasa parkir terhadap 

kualitas pelayanan jasa merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan 

suatu jasa. 
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Penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi 

pelaku parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk 

membuka lapak parkir tanpa seijin instansi terkait. Parkir liar ini dapat ditemui 

seperti pada pusat perbelanjaan, restoran, cafe, hotel, di gerai ATM dan 

warung kaki lima. Minimnya jumlah tempat parkir resmi yang disediakan oleh 

pemerintah menjadi penyebab terjadinya parkir liar. Kurangnya lahan parkir 

resmi akan membuat masyarakat pemilik kendaraan untuk parkir dimana saja 

yang terpenting mereka bisa meninggalkan kendaraan dengan baik. Satu 

kendaraan parkir akan memancing kendaraan lain untuk parkir ditempat yang 

sama. 

Ada beberapa hal menarik mengenai parkir liar ini yaitu bukan hanya 

mengganggu kelancaran lalu lintas tetapi juga memunculkan adanya  juru 

parkir gadungan dan premanisme yang menjadi bagian dari parkir liar 

tersebut. Adapun juru parkir yang curang dengan mengganti karcis yang 

dibuat sendiri tanpa persetujuan instansi yang berwenang yang berakibat pada 

retribusi parkir yang tidak sewajarnya. Padahal untuk masalah parkir ini telah 

di atur dalam Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 

tentang penyelenggaraan perparkiran. Perkembangan jasa parkir yang ada di 

kota Yogyakarta ternyata tidak diimbangi oleh peraturan yang mengatur hal 

tersebut. Keluhan dari masyarakat terkait masalah parkir di Yogyakarta sangat 

beragam.  Mulai dari tarif parkir yang  kadang kala pemungutannya melebihi 

dari tarif parkir yang sudah di atur dalam Perda No 19 Tahun 2009 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Perda Kota Yogyakarta 

No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam Perda No.19 Tahun 
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2009 menyebutkan bahwa tarif parkir untuk motor Rp.1000 dikawasan I dan 

Rp.500 di kawasan II.  (Perwal No.19 Tahun 2009). Dan dalam Perda No 4 

Tahun 2012 menyebutkan juga bahwa parkir sepeda motor di kawasan 1 

Rp.1000 dan untuk jenis kendaraan sedan, jeep, pick up Rp.2000.  (Perda No 4 

Tahun 2012). 

Dalam konteks praktik parkir di tempat umum sebagaimana yang 

diatur oleh Perda ini pengelolaannya diserahkan kepada petugas yang disebut 

dengan juru parkir. Jika kita mengacu pada Perda no 18 tahun 2009 dalam 

Pasal 13 juru parkir juga wajib untuk : 

a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan 

lainnya 

b. Menjaga, keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab 

atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya 

c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir 

d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan 

memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

e. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang 

maupun pergi. (https://hardiaputra.wordpress.com/2012/01/27/carut-

marut-parkir-di-yogyakarta/  26 Oktober 2017 Pukul 13:43). 

Namun pada praktiknya tidak ada kesesuaian antara fakta di lapangan 

dengan standar normatif sebagaimana yang telah di atur dalam perda kota 

Yogyakarta nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggraan perparkiran. 

Semisalnya yang sering terjadi pada sore hari disekitaran jalan depan 

Ambarukmo Plaza, depan UIN Sunan Kalijaga yang ramai dengan 
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parkiran dari tempat jualan para pedagang kaki lima. Selain itu ditempat 

warung-warung yang berada di gang-gang perumahan. Mengingat betapa 

menjanjikannya bisnis perparkiran ini tak jarang mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat diantara pengelola parkir, kebocoran retribusi 

parkir pemerintah daerah dan perkelahian antar kelompok preman yang 

seringkali memperebutkan lahan parkir yang dapat berujung pada 

peristiwa yang tragis. http://sheindira.blogspot.co.id/2012/05/parkiran-

jogja-menuai-masalah.html  26 Oktober 2017 Pukul 13: 23). 

Pemerintah daerah khususnya dinas perhubungan Kota Yogyakarta 

mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam membina pengelolaan parkir 

di wilayahnya yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan umum yang 

harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Untuk 

parkir umum atau parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan 

bagi pemerintah dan pengelola dalam kegiatan perencanaan, pengaturan, 

pengawasan dan pengendalian tempat parkir sehingga dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna 

mendukung jalannya pemerintah dan kelancaran pembangunan kota. 

Dalam mengatasi masalah perparkiran kota Yogyakarta sendiri 

memilih  instrumen kebijakan sebagai suatu pedoman dalam mengambil 

sebuah tindakan atau keputusan. Instrumen yang umum dikenal adalah 

peraturan atau regulasi perizinan lokasi parkir dan pemberlakuan dan 

pengendalian harga. Pemerintah kota Yogyakarta  memilih menggunakan 

instrumen regulasi sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengelola 

sektor parkir yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 
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Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perparkiran dengan 

alasan untuk mewujudkan penataan perparkiran yang lebih efektif dan 

efisien. Sehingga dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir secara lebih baik. 

Salah satu implikasi pemberlakuan Perda No18 tahun 2009 bagi 

masyarakat pengguna jasa parkir adalah kenaikan tarif parkir sebesar 100 

%. Kemudian dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 5 tahun 

2012 Tentang Retribusi jasa umum merubah tarif parkir menjadi sama 

antara kawasan I dan kawasan II. Dengan  diberlakukannya Perda No. 18 

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perparkiran ini diharapkan dapat 

mengatasi dan menuntaskan masalah parkir liar yang  masih saja 

menjamur di Jogja.  

Namun, peraturan daerah yang muncul lebih banyak menyoroti 

masalah tarif bukan wilayah mana saja yang bisa dijadikan lahan parkir 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada 

pengguna jasa parkir. Padahal masalah pokoknya adalah kemunculan 

tukang atau juru parkir di lahan parkir yang ilegal dan fenomena preman 

perparkiran yang diduga dimanfaatkan pemerintah mendongkrak target 

setoran retribusi. Kondisi seperti ini menyebabkan kenyamanan para 

pengguna jasa parkir terganggu. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah tentang perparkiran pun jadi tidak efisien. 

(filejurnalkajianadmistrasinegara:///C:/26 Oktober 2017 pukul 14:05) 

Melihat keadaan perparkiran di Kota Yogyakarta  yang masih marak 

dengan adanya parkir liar ini dari hasil observasi awal penulis menemukan 
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fenomena dimana  di Jalan Maliboro khususnya di 0 KM  banyak petugas 

parkir yang  tidak memberikan karcis parkir malah mereka yang memberikan 

karcis parkir selalu meminta kembali parkir kepada pengguna parkir setelah 

mengambil kendaraannya. Adapun petugas parkir tidak menggunakan 

seragam layaknya juru parkir yang resmi. Bahkan di daerah sekitaran 0 KM 

telah dibagi lapak per lapak dan dimiliki beberapa orang yang menguasi 

daerah tersebut. Tempat tersebut dijadikan sebagai suatu tempat usaha yang 

dapat memberikan keuntungan yang tidak sedikit kepada si pembuka lapak 

parkir liar.  Beberapa kejadian tersebut menimbulkan tanda tanya terkait 

kualitas kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta. Padahal salah satu 

konsideran Perda Perparkiran dan Perda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

secara jelas mengusung pelayanan perparkiran yang berorientasi kenyamanan 

dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran.    (file:///C:/Users/ 26 Oktober 

2017 pukul 14:05) Dengan banyaknya juru parkir yang beroperasi di ruas-ruas 

jalan Kota Yogyakarta sekarang saja sudah mulai dirasakan adanya 

permasalahan terkait dengan lalu lintas seperti sering terjadi kemacetan di 

berbagai ruas jalan yang diakibatkan parkir yang semrawut yang berpotensi 

mendatangkan kecelakaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan 

parkir liar ini telah menjadi satu PR bagi pemerintah sejak dahulu. Walaupun 

telah adanya regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota 

Yogyakarta untuk dijadikan pedoman dalam menindak lanjuti permasalahan 

parkir yang tertuang dalam peraturan daerah Nomor 18 tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran.  Namun   penerapannya dilapangan masih 
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belum secara maksimal mengatasi masalah tersebut.  Untuk itu penulis 

memandang perlu melakukan analisis kebijakan dinas perhubungan kota 

Yogyakarta dalam mengatasi parkir liar.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari urain yang sudah dipaparkan lewat latar belakang masalah 

tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Liar di 

Kota Yogyakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mendeskripsikan kebijakan Dinas Perhubungan dalam mengatasi 

Parkir liar di kota Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dinas 

perhubungan dalam mengatasi  parkir liar di kota Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis  

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan di bidang pemerintahan Daerah. 

2. Manfaat Praktis 




